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ABSTRACT 

 

The failure of state and non-state initiatives to combat illegal logging and timber trade 

triggered the government of Indonesia to introduce a form of hybrid forest governance, which 

is called the Indonesian Timber Legality Assurance System (the Indo-TLAS). This policy has 

been developed in conjunction with the European Union policy measures under the Forest 

Law Enforcement, Governance, and Trade-Voluntary Partnership Agreement. As well as 

implementing the Indo-TLAS in state-owned forests, the timber industry, and among timber 

utilization license holders, it must also be implemented in community forests. Consequently, 

there are several challenges facing the local communities if they are to be involved in the 

implementation of the Indo-TLAS. Therefore, this research was aimed at evaluating the 

implementation of the Indo-TLAS in community forests by assessing the institutional and 

target-group effectiveness of the Indo-TLAS, assessing the community’s perspectives on the 

advantage and disadvantages of the Indo-TLAS, and identifying potential improvements of 

the Indo-TLAS. This research focused on the implementation of the Indo-TLAS in Blora, 

Gunungkidul and Wonosobo since they became the first-three verified community forests on 

Java Island, Indonesia. The theoretical framework used is the Modified Environmental 

European Agency Policy Evaluation. The results showed that the policy measures of the 

Indo-TLAS matched with its policy design, and that the role of community associations in 

implementing the Indo-TLAS was significant. This means a high institutional effectiveness. 

However, the Indo-TLAS only affected forest management and administration and external 

relations. Meanwhile, the current traditional timber harvesting and marketing practices 

remain unchanged. Consequently, the target-group effectiveness is low. Still, the knowledge, 

skills, and experience of local farmers have improved, and their network and reputation have 

grown. However, to understand the Indo-TLAS concept much more efforts and plenty of time 

are necessary. In addition, a premium price for legal community timber does not exist yet. 

Hence, the most valuable suggestions for improving the policy design and measures of the 

Indo-TLAS were making the costs for verification and surveillance more affordable, 

improving the local implementation through better coordination between the Ministry of 

Forestry and local authorities, and investing more efforts in socializing the Indo-TLAS to the 

local communities. Lastly, forest community associations should improve the quality of their 

human resources and local people should be willing to shift from traditional logging and 

trading practices into modern ones. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Laju deforestasi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1980 laju 

deforestasi sekitar 1 juta hektar per tahun, kemudian meningkat menjadi 1.7 juta hektar per 

tahun di awal tahun 1990, dan telah mencapai 2 juta ha per tahun pada tahun 1996 (FWI & 

GWF, 2002). Pada tahun 2009, areal hutan yang hilang di Indonesia diperkirakan mencapai 

33.4 juta hektar (A. Prasetyo, Hewitt, & Keong, 2012). Penyebab utama adanya peningkatan 

deforestari di Indonesia adalah illegal logging dan trading. Oleh karena itu, banyak 

bermunculan inisiatif pemerintah untuk memberantas praktek penebangan dan perdagangan 

kayu liar (Brown et al., 2009). Pada tingkat nasional, pemerintah telah memberlakukan 

Instruksi Presiden RI No. 4/2005
2
 dan Permenhut No. P.65/Menhut-II/2006

3
 (Brown et al., 

2009; Setianingsih, 2009). Pada tingkat internasional, beberapa kesepakatan terkait 

pemberantasan illegal logging telah ditandatangani dengan Inggris pada April 2002, dengan 

Cina pada Desember 2002, dengan Jepang pada Juni 2003, dan dengan Amerika Serikat pada 

November 2006. Selanjutnya, Indonesia telah melakukan usaha yang sama dengan Eropa di 

bawah naungan the Action Plan of of Forest Law Enforcement, Governance, and Trade-

Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) sejak Mei 2003. Tetapi, berbagai inisiatif 

tersebut belum sukses dalam memerangi illegal logging dan tidak membuat jera para 

penebang dan pedagang kayu liar (Setianingsih, 2009).  

 

Menindaklanjuti berbagai kegagalan inisiatif pemerintah tersebut, telah bermunculan 

berbagai inisiatif perdagangan swasta internasional seperti Verification of Legal Origin, 

Verification of Legal Compliance, the Tropical Forest Foundation, dan the WWF Global 

Forest Trade Network (Brown et al., 2009). Selain itu, skema sertifikasi hutan sukarela telah 

hadir di tingkat internasional seperti the Forest Stewardship Council (FSC), the Sustainable 

Forestry Initiative of the American Forest and Paper Association, dan the Pan European 

Forest Certification Council (Meidinger, 2003; Molnar et al., 2004). Selanjutnya, pemerintah 

Indonesia telah mendirikan the Indonesian Eco-label Institute (LEI) pada tahun 1993 sebagai 

skema sertifikasi hutan sukarela versi Indonesia dan LEI secara resmi menjadi sebuah 

yayasan pada tahun 1998 (D. R. M. F. A. Prasetyo, 2006). Oleh karena berbagai skema 

sertifikasi hutan tersebut bersifat sukarela dan tidak diwajibkan, permasalahan penebangan 

dan perdagangan kayu liar di Indonesia tetap ada. Dengan demikian, Indonesia mencoba 

pendekatan kebijakan yang baru melalui pengembangan sistem yang terpercaya dan 

transparan untuk menjamin legalitas penebangan dan perdagangan kayu. Sistem ini sejalan 

dengan kebijakan Eropa di bawah FLEGT-VPA, di mana terjalin kesepakatan antara Eropa 

dengan negara penghasil kayu untuk menjamin hanya kayu legal saja yang dapat masuk ke 

pasar Eropa (Simula, Ghazali, Atyi, & Contreras, 2009).  

 

Pada akhirnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang terikat FLEGT-VPA dan harus 

memenuhi dua komponen penting, yaitu pemahaman bersama terhadap pengertian kayu legal 

dan memiliki the Timber Legality Assurance System (TLAS) (Simula et al., 2009). Selain itu, 
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sistem ini diadopsi menjadi skema verifikasi legalitas kayu yang wajib, yang disebut sebagai 

the Indonesian Timber Legality Assurance System (Indo-TLAS) atau Sistem Verifikasi 

Legalitas Kayu (SVLK) (Wiersum & Elands, 2012). Setelah proses multi-stakeholder telah 

berlangsung sejak 2003, SVLK pada akhirnya diatur dalam Permenhut No. P.38/Menhut-

II/2009 yang meliputi penilaian kinerja PHPL dan VLK (A. Prasetyo et al., 2012). Komponen 

utama dari SVLK adalah definisi kayu legal, alur transportasi kayu, verifikasi independen, 

dan sistem monitoring (A. Prasetyo et al., 2012; Simula et al., 2009). Kebijakan SVLK harus 

diterapkan pada semua unit manajemen hutan di Indonesia yaitu antara lain hutan milik 

negara, hutan milik negara yang dikelola oleh masyarakat, industri kayu skala kecil dan 

menengah, pemegang ijin pemanfaatan kayu, dan hutan rakyat, di mana hutan tersebut secara 

pribadi dimiliki oleh masyarakat lokal (MoF, 2009). Namun demikian, penelitian ini fokus 

terhadap evaluasi pelaksanaan SVLK di hutan rakyat di Pulau Jawa, Indonesia.  

 

1.2. Permasalahan 

Selain harus menerapkan SVLK pada hutan milik negara, hutan negara yang dikelola 

masyarakat, industri kayu, atau pemegang ijin pemanfaatan kayu, skema ini harus diterapkan 

juga di hutan rakyat yang dimiliki dan diatur secara pribadi oleh masyarakat lokal (MoF, 

2009). Tiga Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) yang telah mendapatkan Sertifikat 

Legalitas Kayu (SLK) di Pulau Jawa terletak di Kabupaten Blora, Gunungkidul, dan 

Wonosobo (ARuPA & SHOREA, 2011). Masyarakat lokal mengelola hutan mereka dengan 

mengkombinasikan tanaman kehutanan dan pertanian yang disebut sistem agroforestri. Jenis 

tanaman kehutanan yang mendominasi di wilayah Blora dan Gunungkidul adalah Tectona 

grandis (jati) diikuti oleh jenis Acacia mangium (akasia) dan Swietenia mahagoni (mahoni), 

sementara itu di Wonosobo pohon yang dominan adalah Paraserianthes falcataria (sengon). 

Saat ini, kebutuhan bahan baku untuk industri mebel dan kayu lapis di Pulau Jawa sebagian 

besar telah dipenuhi dari kayu milik rakyat (Darusman & Hardjanto, 2006; Hinrichs, 

Muhtaman, & Irianto, 2008). Namun demikian, masyarakat lokal memiliki akses yang 

terbatas terhadap pasar karena mereka mengelola hutan hanya untuk pemenuhan kebutuhan 

sendiri dan pemanenan hasil tanaman pertanian (Hinrichs et al., 2008; Irvine, 2000).  

 

Selanjutnya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat jika mereka 

terlibat dalam proses sertifikasi hutan, atau pun verifikasi legalitas kayu. Pertama, mereka 

harus berhadapan dengan biaya sertifikasi yang sangat mahal padahal produksi kayu 

bukanlah menjadi pemasukan yang utama bagi masyarakat. Mereka masih menerapkan 

penebangan tradisional di mana selalu lebih rendah dari jumlah tebangan yang diperbolehkan. 

Oleh karena itu, mereka juga tidak mampu untuk membuat industri kayu yang dapat 

menghasilkan keuntungan guna membayar biaya sertifikasi. Kedua, masyarakat memiliki 

keterbatasan keterampilan dan pengetahuan untuk menyediakan dokumentasi dan 

inventarisasi hutan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Hal ini dikarenakan standar 

sertifikasi yang kompleks yang lebih mengacu pada pengelolaan hutan profesional di negara 

maju tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kultural di tingkat lokal (Molnar et al., 2004). 

Konsekuensinya, reformasi pengelolaan hutan rakyat sangat dibutuhkan untuk menerapkan 

sertifikasi hutan di hutan rakyat (Irvine, 2000). Oleh karena itu, sejak hutan rakyat di Blora, 

Gunungkidul, dan Wonosobo, yang terletak di Pulau Jawa, telah mendapatkan SLK untuk 
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pertama kalinya, sangat sedikit sekali pengetahuan tentang efektivitas kelembagaan dan 

kelompok sasaran dari penerapan SVLK di hutan rakyat tersebut. Perspektif masyarakat 

terhadap keuntungan dan kerugian SVLK juga belum diketahui. Oleh karena itu, penelitian 

ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan SVLK di hutan rakyat yang sudah memiliki 

SLK dan juga untuk menilai perspektif masyarakat terhadap keuntungan dan kerugian SVLK 

bagi masyarakat lokal.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan SVLK di hutan 

rakyat dengan melakukan penilaian terhadap efektivitas kelembagaan dan kelompok sasaran 

SVLK, menilai perspektif masyarakat terhadap keuntungan dan kerugian SVLK, dan 

mengeksplorasi saran perbaikan untuk SVLK di hutan rakyat.  

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah antara lain: 

1) Untuk menjelaskan desain kebijakan dan pelaksanaan SVLK di hutan rakyat yang 

sesuai dengan skema dan tujuannya. 

2) Untuk menjelaskan dampak SVLK di hutan rakyat terhadap perilaku masyarakat yang 

terkait dengan manajemen hutan. 

3) Untuk menilai efektivitas kelembagaan dan kelompok sasaran SVLK di hutan rakyat. 

4) Untuk menilai perspektif masyarakat terhadap keuntungan dan kerugian SVLK untuk 

petani lokal yang terkait dengan efektivitas kelembagaan dan kelompok sasaran. 

5) Untuk mengeksplorasi saran perbaikan untuk SVLK di hutan rakyat.  

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1. Desain Penelitian 

Pada saat ini, pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan SVLK di tingkat lokal masih 

sangat terbatas, begitu pula dengan keuntungan dan kerugian SVLK bagi petani lokal. Oleh 

karena itu, penelitian ini mengadopsi grounded theory yang bertujuan untuk mendapatkan 

pengetahuan dan meningkatkan pemahaman di lapangan melalui perbandingan data dan 

pengembangan teori. Pendekatan ini memperbolehkan munculnya teori dari lapangan dan 

lebih menekankan pada pengembangan teori daripada pengujian teori (Charmaz, 2006; 

Strauss & Corbin, 1990, 1998). Grounded theory menggunakan desain penelitian kualitatif 

dalam mengumpulkan dan menganalisa data, sehingga penelitian ini tidak berdasarkan pada 

data numerik atau kuantitatif. Penelitian ini difokuskan terhadap interpretasi pengalaman atau 

fenomena yang diperoleh dari lapangan (Strauss & Corbin, 1998). Desain penelitian dapat 

dilihat pada gambar 1 di bawah ini.  
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Gambar 1: Desain Penelitian 

2.2. Area Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tiga UMHR yang pertama kali mendapatkan SLK, yaitu 

Gapoktanhut Jati Mustika (GJM), Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML), dan Asosiasi 

Pemilik Hutan Rakyat Wonosobo (APHRW). Mereka difasilitasi dan dibantu oleh ARuPA 

dan SHOREA. Selanjutnya, PT-Sucofindo SBU-SICS (Strategic Business Unit-Sucofindo 

International Certification Services), sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen 

(LP&VI), telah memberikan sertifikat legalitas kayu kepada tiga kelompok tersebut pada 

bulan Oktober 2011 (ARuPA & SHOREA, 2011). Informasi umum tentang area penelitian 

dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.  

 

Tabel 1: Informasi umum tentang area penelitian  

UMHR Kabupaten, 

Propinsi 

Deskripsi Geografis dan Penduduk 

GJM Blora,  

Jawa Tengah 

 

 Terletak antara 6° 528’ – 7° 248’ Lintang Selatang dan 111° 16’- 111° 

338’ Lintang Timur. 

 Berbatasan dengan Rembang dan Pati, Jawa Tengah (sebelah utara); 

Penyeleksian area 
penelitian 

Pengumpulan data 

Data primer 

Observasi lapangan, 
wawancara mendalam, 

diskusi informal 

Triangulasi data 

Data sekunder 

Data tertulis dari 
kelomok tani hutan, 

Dishut, Kemhut, 
NGOs, sumber lainnya 

Analisis data 

Hasil dan diskusi 

Generalisasi hasil 
penelitian 
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UMHR Kabupaten, 

Propinsi 

Deskripsi Geografis dan Penduduk 

dengan Bojonegoro, Jawa Timur (sebelah timur); dengan Ngawi, Jawa 

Timur (sebelah selatan); dengan Grobogan, Jawa Tengah (sebelah  

barat). 

 Total luas area adalah 1,820.59 km
2
 yang terdiri dari 16 kecamatan dan 

295 desa. 

 Jumlah penduduk tahun 2011 diperkirakan sekitar 833,768 orang. 

 Persentase hutan sekitar 49% dari total luas area.  

 Luas seluruh hutan rakyat sekitar 13,065.68 ha. *) 

KWML Gunungkidul,  

DI 

Yogyakarta 

 

 Terletak antara 7° 46’ – 8° 09’ Lintang Selatan dan 110° 21’- 110° 50’ 

Lintang Timur. 

 Berbatasan dengan Klaten dan Sukoharjo, Jawa Tengah (sebelah utara); 

dengan Wonogiri, Jawa Tengah (sebelah timur); dengan Laut Indonesia 

(sebelah selatan); dengan Bantul dan Sleman, DI Yogyakarta (sebelah 

barat). 

 Total luas area adalah 1,485.36 km
2
 yang terdiri dari 18 kecamatan dan 

144 desa. 

 Jumlah penduduk tahun 2011 diperkirakan sekitar 677,998 orang. 

 Persentase hutan adalah 26% dari total luas area.  

 Luas seluruh hutan rakyat sekitar 31,118.10 ha. *) 

APHRW Wonosobo, 

Jawa Tengah 

 

 Terletak antara 7° 43’ – 7° 04’ Lintang Selatan dan 109° 43’- 110° 04’ 

Lintang Timur. 

 Berbatasan dengan Banjarnegara, Kendal dan Batang (sebelah utara); 

dengan Temanggung dan Magelang (sebelah timur); dengan Purworejo 

dan Kebumen (sebelah selatan); dengan Banjarnegara dan Kebumen 

(sebelah barat). 

 Total luas area adalah 986.68 km
2
 yang terdiri dari 15 kecamatan dan 

236 desa. 

 Jumlah penduduk tahun 2011 diperkirakan sekitar 900,653 orang. 

 Persentase hutan adalah 19% dari total luas area.  

 Luas seluruh hutan rakyat sekitar 34,496.89 ha. *) 
Sumber: Blora in Figure (BPS-Blora, 2012), Gunungkidul in Figure (BPS-Gunugkidul, 2012), Wonosobo in 

Figure (BPS-Wonosobo, 2012) and *) Final Report of Community Forest Inventory in Java Island (MoF, 2010). 

 

2.3. Teknik Pemilihan Responden 

Penelitian ini menggunakan kombinasi antara teknik sampling purposive dan snowball. 

Tujuan dari teknik sampling purposive adalah mendapatkan data dan pemahaman yang 

mendalam dari responden terpilih (Patton, 1990, cited in Starks & Trinidad, 2007), sedangkan 

teknik sampling snowball bertujuan untuk memperoleh informasi yang cukup mendalam dari 

masyarakat lokal sampai informasi tersebut mencapai titik jenuh (Noy, 2008). Teknik 

sampling purposive digunakan untuk memilih 3 UMHR yang telah mendapatkan sertifikat 

legalitas kayu dan stakeholder yang terlibat. Sebanyak 23 responden yang terpilih antara lain: 

pengurus UMHR, ARuPA, SHOREA, PT-Sucofindo SBU-SICS, Multi-stakeholder Forestry 

Programme (MFP), industri kehutanan yang memiliki SLK, Kemenhut, Dinas Kehutanan 

(Dishut), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), dan akademisi UGM. Kemudian, 

teknik sampling snowball digunakan untuk mengakses informasi tentang petani lokal yang 

potential untuk diwawancarai melalui responden sebelumnya, di mana ada 32 petani lokal 
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yang terlibat dalam penelitian ini. Jumlah total responden sebanyak 55 orang telah sesuai 

dengan yang disarankan dalam penelitian grounded theory, yaitu berkisar dari 10 sampai 60 

orang (Starks & Trinidad, 2007). 

 

2.4. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, terdapat dua tahap pengumpulan data yaitu pengumpulan data primer 

dan sekunder. Observasi lapangan, diskusi informal, dan wawancara mendalam telah 

dilakukan guna mengumpulkan data primer, sedangkan tinjauan pustaka dan pengumpulan 

data sekunder telah dilakukan untuk memperkaya data penelitian dan digunakan dalam 

triangulasi data. Penjelasan lebih detail tentang metode-metode pengumpulan data adalah 

sebagai berikut:  

1) Observasi lapangan dan diskusi informal 

Hutan rakyat yang memilki SLK di Blora, Gunungkidul, dan Wonosobo telah dikunjungi 

dan diobservasi mulai Desember 2012 sampai Januari 2013. Observasi lapangan sangat 

berguna untuk memperoleh pengetahuan tentang kondisi aktual hutan rakyat terkait 

dengan kondisi fisik, sosial, kultural, dan ekonomi. Selain itu, hubungan antara 

masyarakat lokal dan perilaku mereka dapat diidentifikasi melalui metode ini (Kumar, 

2010).  Selama di lapangan, peneliti dapat memperoleh informasi tentang berbagai 

kegiatan, fenomena, perilaku, dan interaksi terkait dengan pelaksanaan SVLK yang 

mungkin tidak bisa diperoleh hanya dari wawancara atau tinjauan pustaka saja. 

Selanjutnya, diskusi informal seringkali dilakukan dengan pemilik rumah di mana peneliti 

tinggal selama penelitian untuk memperkaya dan mengklarifikasi data yang diperoleh 

selama observasi lapangan.  

2) Wawancara mendalam  

Wawancara mendalam bertujuan untuk mencari tahu informasi lebih detail terkait dengan 

pengetahuan, pengalaman, dan perilaku responden dalam melaksanakan SVLK di hutan 

rakyat. Selanjutnya, wawancara ini memperbolehkan konsep-konsep baru muncul dan 

didiskusikan selama proses wawancara (Boyce & Neale, 2006). Protokol wawancara 

disampaikan pada setiap awal wawancara dengan mengenalkan latar belakang peneliti, 

alasan pemilihan responden, tujuan wawancara dan perkiraan waktu yang dibutuhkan 

untuk wawancara. Selanjutnya, peneliti meminta ijin dari responden untuk membuat 

catatan dan menggunakan alat perekam selama proses wawancara. Selain itu, teknik 

bertanya kembali digunakan untuk menjamin jawaban dari responden telah lengkap, jelas, 

sesuai, dan konsisten (Boyce & Neale, 2006; Kumar, 2010). Panduan wawancara terdiri 

dari lembar kerahasiaan responden dan sejumlah pertanyaan atau konsep yang akan 

ditanyakan selama wawancara (Boyce & Neale, 2006), yang mengacu pada tujuan 

penelitian. Wawancara dengan informan kunci dilakukan dengan menggunakan Bahasa 

Indonesia, sedangkan dengan masyarakat lokal dilakukan dengan menggunakan baik 

Bahasa Indonesia maupun Bahasa Jawa. Waktu yang diperlukan untuk melakukan 

wawancara bervariasi mulai dari 40 menit sampai 3 jam tergantung pada peran responden. 

Wawancara dilakukan mulai dari Desember 2012 sampai dengan April 2013. Namun, ada 

satu orang responden yang diwawancarai melalui email dan dua orang responden 

diwawancarai melalui telepon dikarenakan keterbatasan jarak dan waktu.  
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3) Tinjauan pustaka dan pengumpulan data sekunder  

Tinjauan pustaka dilakukan untuk menemukan, mempelajari dan membandingkan 

pelaksanaan SVLK di hutan rakyat dengan artikel ilmiah sebelumnya guna melengkapi 

hasil observasi lapangan dan wawancara (Strauss & Corbin, 1990, 1998). Artikel ilmiah 

ini berguna dalam memformulasikan kerangka konseptual dari penelitian ini, yaitu konsep 

tentang hybrid governance, pengelolaan hutan rakyat, dan kerangka evaluasi kebijakan. 

Sementara itu, data sekunder seperti peraturan dasar, buku/laporan tentang 

sertifikasi/verifikasi hutan, dan dokumen terkait lainnya yang diperoleh dari UMHR,  

NGOs, MFP, Kemenhut, dan Dishut/Dishutbun.  

 

2.5. Metode Analisa Data  

Coding procedures yang terdiri dari open coding, axial coding, dan selective coding 

digunakan dalam menganalisa data guna memunculkan konsep-konsep baru dan 

pengembangan teori (Charmaz, 2006; Creswell, 2012; Dey, 1999; Strauss & Corbin, 1990, 

1998). Langkah pertama yaitu menterjemahkan rekaman hasil wawancara menjadi transkrip 

wawancara (verbatim) dan ditandai sesuai dengan nomer responden, yaitu mulai dari nomer 

R1 sampai R55. Selanjutnya, open coding dilakukan untuk mengidentifikasi daftar kode-kode 

dari masing-masing verbatim dengan membaca dan mengidentifikasinya per kalimat. 

Kemudian, axial coding dilakukan untuk membuat berbagai kategori dan sub-kategori 

berdasarkan pada hubungan antara kode-kode yang sudah ada. Terakhir, selective coding 

dilakukan untuk memilih berbagai kategori utama yang digunakan dalam formulasi model 

konseptual serta menghubungkan kembali data guna menjawab pertanyaan penelitian. Coding 

procedures dihentikan pada saat kejenuhan data telah dicapai. Artinya peneliti berhenti untuk 

memasukkan konsep-konsep baru dalam analisa data ketika tidak ada lagi konsep baru yang 

bisa dipelajari (Strauss & Corbin, 1990, 1998). Namun demikian, data sekunder yang 

diperoleh dari observasi lapangan, diskusi informal, dan tinjauan pustaka telah dianalisis 

untuk melengkapi hasil wawancara.  

 

3. HASIL PENELITIAN 

3.1. Desain dan Pelaksanaan Kebijakan SVLK di Hutan Rakyat 

3.1.1. Desain Kebijakan SVLK di Hutan Rakyat  

Berdasarkan hasil penelitian, desain kebijakan SVLK di hutan rakyat terdiri dari definisi, 

tujuan, dasar hukum, skema dan komponen, prosedur verifikasi, dan standar.  

 

Definisi SVLK 

Mengacu pada Permenhut P.38/Menhut-II/2009, SVLK didefinisikan sebagai berikut 

(Dharmawan et al., 2012): persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat 

berdasarkan kesepakatan para pihak (stakeholder) kehutanan yang memuat standard, kriteria, 

indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian. Selanjutnya, banyak pihak yang 

mendefinisikan SVLK dengan berbagai cara, tetapi mereka tetap mengacu pada peraturan 

SVLK yang berlaku. Semua definisi dari berbagai stakeholder mencakup aspek-aspek yang 

sama: 1) Sistem/mekanisme, 2) Legalitas kayu, 3) Alur penelusuran, 4) Standar verifikasi, 5) 

Metode verifikasi, 6) Proses multi-stakeholder, dan 7) Kebijakan yang wajib. Hasil 

wawancara menunjukkan perbedaan pengetahuan di antara responden terhadap definisi dari 
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SVLK. Berikut adalah perbedaan pengetahuan di tingkat petani lokal terhadap definisi 

SVLK: 

 

    

Gambar 2: Jumlah petani lokal dan pemahaman mereka terhadap definisi SVLK 

Tujuan SVLK 

Tidak ada dokumen pemerintah yang resmi yang menyebutkan secara eksplisit tujuan dari 

SVLK. Namun demikian, tujuan SVLK dapat ditemukan secara implisit pada Perdirjen BUK 

No. P.02/VI-BPPHH/2010, sebagai berikut (Dharmawan, Nugroho, Kartodiharjo, 

Kolopaking, & Boer, 2012): 1) Untuk mencapai tata kelola kehutanan yang baik, 2) Untuk 

melakukan penegakan hukum terhadap administrasi kayu, dan 3) Untuk mempromosikan 

perdagangan kayu legal. Berdasarkan hasil wawancara, perbedaan pengetahuan terhadap 

tujuan SVLK yang diperoleh dari informan kunci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 2: Informan kunci dan pengetahuan mereka terhadap tujuan SVLK 

Tujuan SVLK Informan kunci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Untuk mengurangi dan memberantas 

penebangan dan perdagangan kayu liar  

X X  X X  X  X       

Untuk mejamin legalitas kayu yang 

ditebang dan diperdagangkan  

X X  X  X  X     X  X  X  

Untuk menertibkan penggunaan dokumen 

transportasi kayu  

X X   X  X   X    X  X  

Untuk mampu menelusuri asal-usul kayu 

legal  

X  X        X   

Untuk mengembalikan citra positif dalam 

menentang penebangan liar  

X X X      X     

Untuk mewujudkan tata kelola kehutanan 

yang baik  

X  X    X  X     X  

Untuk memenuhi permintaan pasar 

terhadap kayu legal  

X   X  X  X   X  X   X  

Untuk meraih harga kayu premium          X  X  
 

Inisial dari informan kunci: 

1: Kemhut&MFP 

2: Akademisi 

3: NGOs 

4: Industri kayu 

5: Auditor 

6: Dishut Blora 

7: Dishutbun Gunungkidul 

8: Dishutbun Wonosobo 

9: Pengurus GJM 

10: Penngurus KWML 

11: Pengurus APHRW 

 

5 

3 

5 

10 

2 

4 

1 

1 

1 

Blora

Gunungkidul

Wonosobo

Never heard of Know, but don't understand Know and understand
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Dasar Hukum SVLK 

Pada periode 2009-2013, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan beberapa dasar hukum 

yang mengatur tentang SVLK, antara lain dalam bentuk Permenhut, Perdirjen BUK, dan SK 

Menhut. Peraturan-peraturan ini mengatur SVLK dalam hal standar, pedoman pelaksanaan, 

biaya verifikasi, penentuan LP&VI, sistem informasi legalitas kayu (SILK), dan penerbitan 

SLK. Menurut hasil wawancara, hanya Kemenhut, MFP, NGOs, dan auditor yang tahu persis 

peraturan SVLK dan perubahannya. Sementara itu, informan kunci lainnya hanya bisa 

menyebutkan peraturan SVLK yang pertama, yaitu Permenhut 38/2009 dan beberapa 

perubahannya. Selanjutnya, hanya satu orang petani lokal di Blora yang mengetahui tentang 

keberadaan Permenhut 38/2009 sebagai dasar hukum bagi SVLK. 

 

Skema dan Komponen SVLK 

Komponen utama SVLK adalah definisi legalitas kayu, alur transportasi kayu, verifikasi 

independen, dan sistem monitoring (A. Prasetyo et al., 2012; Simula et al., 2009), yang dapat 

dilihat pada Gambar 2 tentang skema SVLK di bawah ini (adapted from Setyowati, 2012, p. 

9): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur Verifikasi dan Standar SVLK di Hutan Rakyat 

Menurut Perdirjen BUK No.P.8/VI-BPPHH/2012, prosedur verifikasi terdiri dari aplikasi, 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengambilan keputusan dan verifikasi. Sementara itu, 

standar SVLK di hutan rakyat terdiri dari satu kriteria tentang status legal dari kepemilikan 

tanah, kayu dan perdagangannya, seperti pada tabel di bawah ini: 

 

 

Pemantau Independen 

Komite Akreditasi Nasional 
(KAN)  

Sertifikat 
legalitas 
kayu & 
PHPL 

Lembaga Penilai dan Verifikasi 
Independen (LP&VI) 

 IUPHHK-HA/HTI/RE  

 IUPHHK-HKm/HTR/HD 

 IUIPHHK dan IUI Lanjutan 

 Hutan Rakyat  

 Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) 

Keberata
nann 

Permintaan 
tindakan 

perbaikan 

Laporan 
Koreksi 

Penilaian/ 
verifikasi 

Keberatan 
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Tabel 3: Standar verifikasi legalitas kayu di hutan rakyat   

Kriteria Indikator Verifier 

Keabsahan hak 

milik dalam 

hubungannya 

dengan areal, kayu 

dan 

perdagangannya.  

Pemilik hak mampu 

menunjukkan keabsahan 

haknya. 

Dokumen kepemilikan/penguasaan 

lahan yang sah seperti sertifikat hak 

milik, letter C, letter D, girik, atau 

bukti kepemilikan/penguasaan lahan 

yang sah lainnya.   

Peta/sketsa areal hutan rakyat dan 

batas-batasnya di lapangan (pal batas, 

pematang, atau tanaman pagar). 

Unit kelola (baik individu 

maupun kelompok) mampu 

membuktikan dokumen 

angkutan kayu yang sah.  

 

Dokumen angkutan kayu yang sah 

seperti kwintasi/nota/surat jalan kayu 

dan dokumen SKAU. 

Sumber: Appendix 2.3 in the P.8/VI-BPPHH/2012 (Ditjen-BUK, 2012) 

 

3.1.2. Pelaksanaan Kebijakan SVLK di Hutan Rakyat 

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan SVLK di GJM Blora, KWML 

Gunungkidul, dan APHRW Wonosobo terdiri dari tahapan persiapan, fasilitasi, verifikasi, 

dan penilikan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4. Tahapan pelaksanaan SVLK di Blora, Gunungkidul, dan Wonosobo 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Aktivitas Blora Gunungkid

ul 

Wonosobo 

Persiapan dan 

fasilitasi 

Koordinasi dan sosialisasi V V V 

Proses identifikasi desa V NA V 

Pendirian asosiasi 

masyarakat 

V NA V 

Peningkatan kapasitas 

masyarakat 

V V V 

Pemenuhan standar V V V 

Penyusunan dokumen 

aplikasi 

V V V 

Verifikasi Aplikasi, perencanaan, 

pelaksanaan, laporan, dan 

pengambilan keputusan  

V V V 

Penilikan Penilikan pada hutan rakyat 

yang sudah terverifikasi  

X V V 

Keterangan: V=terlaksana, X=tidak terlaksana, NA=not applicable (tidak berlaku) 

 

Sebagai keluaran dari pelaksanaan kebijakan SVLK di hutan rakyat, tabel di bawah 

mendeskripsikan luasan hutan rakyat yang berhasil lolos diverifikasi dengan menggunakan 

skema SVLK. 
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Tabel 5: Total hutan rakyat yang diajukan dan lolos verifikasi di Blora, Gunungkidul, dan 

Wonosobo  

Asosiasi/koperasi Kabupaten Luas hutan rakyat 

yang diajukan 

untuk verifikasi 

(ha) 

Luas hutan 

rakyat yang lolos 

verifikasi (ha) 

Jumlah 

anggota 

GJM Blora 652.39 500.36 884 

KWML Gunungkidul 815.18 594.15 1,653 

APHRW Wonosobo 1,653.91 1,228.65 2,698 
Sumber: Verification agreement and LH-LVK (Sucofindo, 2011a, 2011b, 2011c). 

 

3.2. Efek dan Efektivitas SVLK di Hutan Rakyat 

3.2.1. Efek SVLK terhadap Masyarakat Lokal 

Pengelolaan dan administrasi hutan 

Pelaksanaan SVLK di hutan rakyat telah menimbulkan beberapa dampak terhadap perilaku 

lokal yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi hutan. Pertama, adanya pergeseran 

dari pengelolaan hutan tidak tertulis menjadi tertulis. Kemudian, adanya pergeseran persepsi 

lokal dari pengelolaan hutan tradisional menuju pengelolaan yang lebih formal dan ilmiah, 

seperti adanya mekanisme internal di kelompok untuk pengawasan dan pelaporan. 

Selanjutnya, masyarakat memiliki dokumen formal seperti akta notaris pendirian UMHR, 

statuta, standard operational procedures (SOP), profil asosiasi/koperasi, dan buku tamu. 

 

Hubungan eksternal 

Pelaksanaan SVLK di hutan rakyat telah meningkatkan status profesional kelompok GJM, 

KWML, dan APHRW, dan hubungan mereka dengan pemerintah, penyandang dana, dan 

organisasi eksternal lainnya. Sebagai contoh, ketiga UMHR menjadi semakin terkenal karena 

mereka merupakan UMHR yang pertama kali mendapatkan SLK; GJM mendapatkan 

perhatian lebih dari Dishut Blora setelah mendapatkan SLK; dan KWML menambah 

intensitas komunikasi dengan Dishutbun Gunungkidul untuk mempersiapkan perluasan hutan 

rakyat yang terverifikasi. Sementara itu, telah terjadi hubungan yang kurang harmonis antara 

APHRW dan Dishutbun Wonosobo khususnya hubungan dengan beberapa pegawai 

struktural.  

 

Pemanenan dan pemasaran kayu 

Dampak pelaksanaan SVLK terhadap pemanenan dan pemasaran kayu rakyat belum ada. 

Meskipun sudah tersedia mekanisme pemanenan kayu rakyat secara tertulis dan data jatah 

tebangan juga, para petani lokal masih menggunakan metode konvensional di mana mereka 

hanya menebang pohon yang sudah tua, terkecuali mereka memiliki kebutuhan mendesak. 

Selanjutnya, masyarakat lokal masih menerapkan pemasaran tradisional, yaitu menjualnya 

kepada pedagang lokal dengan sistem pembelian pohon berdiri dan petani tidak pernah 

menyimpan atau mengurus terkait dokumen angkutan kayu. Di sisi lain, para pengurus 

UMHR terkadang menggunakan data jatah tebangan sebagai dasar pertimbangan untuk 

menolak permintaan pasar yang tinggi. Selain itu, pengurus UMHR mencoba memotong 

rantai pemasaran kayu tradisional dengan menjual kayu langsung kepada industri guna 
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meningkatkan harga kayu. Namun, industri kayu yang telah memiliki SLK tidak diwajibkan 

untuk mengambil kayu dari hutan terverifikasi saja, mereka masih diperbolehkan mengambil 

kayu dari mana pun selama masih memenuhi persyaratan pada Permenhut 30/2012. 

 

3.2.2. Efektivitas Kelembagaan dan Kelompok Sasaran SVLK di Hutan Rakyat 

Terkait efektivitas kelembagaan, hasil analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan 

SVLK telah sesuai dengan desain kebijakannya. Kemudian, peran dari para pengurus UMHR 

dan koordinator desa sangat signifikan dalam mengimplementasikan SVLK di hutan rakyat. 

Namun, mereka tidak sepenuhnya memiliki peranan mandiri, karena mereka juga difasilitasi 

baik oleh ARuPA/SHOREA maupun penyuluh kehutanan. Selanjutnya terkait efektivitas 

kelompok sasaran, pengelolaan kelembagaan hutan di semua area penelitian telah 

berlangsung secara baik. Sementara itu, penegakan hukum tentang administrasi kayu belum 

tercapai sepenuhnya karena SVLK dinilai tidak efektif terhadap pemanenan dan pemasaran 

kayu rakyat. Kemudian, tujuan SVLK dalam mempromosikan kayu legal belum sepenuhnya 

dicapai oleh masyarakat, khususnya oleh APHRW yang memiliki hubungan kurang harmonis 

dengan pemerintah lokalnya. 

 

3.2.3. Keuntungan dan Kerugian SVLK bagi Masyarakat Lokal 

Beberapa keuntungan SVLK bagi masyarakat lokal yang aktif di UMHR telah diketahui, 

antara lain peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman terkait pelaksanan 

SVLK; dan juga penambahan jaringan dan reputasi UMHR sebagai pemegang SLK untuk 

pertamakalinya di Indonesia. Namun, ada juga kerugian SVLK bagi masyarakat lokal, antara 

lain diperlukan usaha yang keras untuk memahami kebijakan SVLK, petani yang terlibat 

dalam pelaksanaan SVLK telah membuang waktu kerja, perasaan stress pada jajaran 

pengurus UMHR karena telah membantu mengumpulkan dan merapikan data SVLK, dan 

belum adanya harga premiun untuk kayu rakyat yang legal.   

 

3.2.4. Saran Perbaikan untuk SVLK di Hutan Rakyat 

Berdasarkan hasil wawancara, saran perbaikan yang paling utama terhadap desain kebijakan 

dan pelaksanaan SVLK di hutan rakyat antara lain: penyesuaian biaya VLK yang lebih 

terjangkau oleh masyarakat, koordinasi yang lebih baik antara Kemenhut dan 

Dishut/Dishutbun, dan sosialisasi SVLK yang lebih intensif. Sementara itu, saran perbaikan 

utama terhadap UMHR dan petani lokal antara lain: pengembangan kualitas sumber daya 

manusia dan melaksanakan praktek pemanenan dan pemasaran kayu yang modern serta 

lestari. 

 

4. PEMBAHASAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian, desain kebijakan SVLK dinilai sangat kuat karena 

memiliki prinsip representatif, transparan, dan terpercaya. Namun demikian, kebijakan ini 

menjadi “paper tiger” jika diterapkan di hutan rakyat di seluruh Indonesia. Selanjutnya, 

pelaksanaan SVLK di tiga UMHR yang diteliti telah sesuai dengan desain kebijakan karena 

adanya kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up dan perpaduan antara pengetahuan 

modern dan tradisional. Kesesuaian tersebut juga didukung oleh beberapa faktor kesuksesan 

pengelolaan hutan rakyat, antara lain batas kepemilikan lahan yang jelas, kelembagaan lokal 
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yang kuat, kepentingan serta intensif bersama, dana dan sumberdaya manusia eksternal, dan 

tingkat partisipasi. Alhasil, efektivitas kelembagaan SVLK di hutan rakyat menjadi tinggi 

seperti pada gambar di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Efektivitas kelembagaan SVLK yang tinggi 

 

Sementara itu, pelaksanaan SVLK hanya berpengaruh kepada pengelolaan hutan dan 

administrasi UMHR serta hubungan eksternalnya; tetapi SVLK belum mempunyai pengaruh 

apapun terhadap pemanenan dan pemasaran kayu. Konsekuensinya, efektivitas kelompok 

sasaran menjadi rendah seperti pada gambar di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Efektivitas kelompok sasaran SVLK yang rendah 

 

Efektivitas kelembagaan yang tinggi mendatangkan beberapa manfaat bagi petani lokal 

seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman serta penambahan jaringan 

dan reputasi. Namun di sisi lain juga mendatangkan kerugian seperti kerja keras, waktu, dan 

pikiran. Sementara itu, efektivitas kelompok sasaran yang rendah menyebabkan ketiadaan 

harga premium kayu rakyat legal. Oleh karena pelaksanaan SVLK pada ketiga area penelitian 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka hasil penelitian ini dapat menjadi 

relevan untuk seluruh hutan rakyat di Pulau Jawa. Walau pun praktek lokal SVLK tidak akan 

sama secara keseluruhan, tetapi kemungkinan akan menghasilkan efektivitas yang sama, 

Desain 

Kebijakan SVLK 
Pelaksanaan 

SVLK 
Efektivitas kelembagaan tinggi 

ARuPA & SHOREA 
Pendekatan top-down  
Pengetahuan modern 

UMHR/Asosiasi 
Pendekatan bottom-up  
Pengetahuan traditional 

 

Desain 

Kebijakan SVLK 

Efek SVLK 

terhadap 

masyarakat 

lokal 

Efektivitas kelompok sasaran 

rendah 

Faktor eksternal 
Penegakan hukum lemah 
Tidak ada dokumen kayu 

Faktor internal 
Aturan kelompok powerless  

Kepentingan pribadi vs. publik 
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yaitu efektivitas kelembagaan yang tinggi dan efektivitas kelompok sasaran yang rendah. 

Efektivitas kelembagaan yang tinggi dikarenakan adanya karakteristik masyarakat lokal yang 

hampir sama, yaitu kehadiran seorang tokoh atau tetua di setiap organisasi sosial termasuk di 

UMHR. Sementara itu, pemanenan dan pemasaran kayu tradisional kelihatannya sulit 

berubah menjadi lebih modern, sehingga efektivitas kelompok sasaran yang rendah pun bisa 

saja terjadi di hutan rakyat lainnya di Pulau Jawa. Namun demikian, pelaksanaan SVLK di 

hutan rakyat di luar Pulau Jawa mungkin saja tidak akan sama dikarenakan kompleksnya 

perbedaan pengelolaan hutan rakyat. Sebagai contoh, angka konflik tenurial yang tinggi di 

hutan rakyat luar Jawa dapat menjadi penghambat utama bagi implementasi SVLK. 

Akhirnya, gambar 5 menyajikan hasil evaluasi RIPI dari pelaksanaan SVLK di hutan rakyat 

yang juga bisa menjadi relevan untuk semua hutan rakyat di Pulau Jawa. 
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= Proses kebijakan 

= Penilaian efektivitas 

= Faktor penyebab 

= Keuntungan&kerugian yang dihasilkan 

= Acuan untuk perbaikan 

Pelaksanaan kebijakan  
 Persiapan & fasilitasi 
 Verifikasi & penilikan 
 Faktor-faktor penghambat 

& pendukung 

 

Dampak kebijakan 
 Pengelolaan hutan & 

administrasi 
 Hubungan eksternal 

Tidak ada dampak 
 Pemanenan & pemasaran 

 

SVLK 

Desain kebijakan: kuat 
vs. paper tiger  
 Definisi, tujuan & dasar 

hukum 
 Skema,  komponen & 

prosedur 
 Standar (K & I) 
 k&I) 

Saran perbaikan untuk 
kebijakanpelaksanaan SVLK 
 Harga verifikasi & penilikan  

lebih terjangkau 
 Koordinasi lebih baik antara 

Kemenhut & Dishut/Dishutbun 
 Sosialisasi SVLK lebih intensif 

 

Keuntungan bagi 
masyarakat lokal 
 Pengetahuan, 

keterampilan & 
pengalaman 

 Jaringan & reputasi 

 
Kerugian bagi 
masyarakat lokal 
 Kerja keras 
 Boros waktu 
 Perasaan stress 
 Tidak ada harga 

premium  
 

Saran perbaikan untuk 
masyarakat 
 Peningkatan kualitas SDM di 

dalam asosiasi/koperasi 
 Perubahan praktek 

pemanenan & pemasaran 
kayu dari tradisional ke 
modern & lestari 

Efektivitas kelembagaan tinggi 
 Kesesuaian antara desain kebijakan & 

pelaksanaan kebijakan 
 Asosiasi masyarakat yang kuat 

Faktor eksternal & internal 
 Kombinasi pendekatan top-down & 

bottom-up 
 Integrasi pengetahuan modern & 

tradisional 
 

Faktor eksternal 
Penegakan hukum lemah 
Tidak ada dokumen kayu 

 

Efektivitas kelompok  
sasaran rendah 

 Tidak berubahnya pemanenan & 
pemasaran kayu tradisional 

Faktor internal 
Aturan kelompok powerless 

Kepentingan pribadi vs. publik 
 

Gambar 5: Hasil evaluasi RIPI dari pelaksanaan SVLK di hutan rakyat  
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

1) Desain kebijakan SVLK di hutan rakyat terdiri dari definisi kayu legal, dasar hukum, sistem untuk 

mengawasi rantai pemanenan dan pemasaran kayu, audit independen, pemenuhan standar, dan 

penerbitan SLK. Penelitian ini menemukan bahwa desain kebijakan SVLK sangat kuat tetapi lemah 

dalam implementasinya di hutan rakyat. Sementara itu, pelaksanaan SVLK di Blora, Gunungkidul, 

dan Wonosobo terdiri dari persiapan, fasilitasi, verifikasi, dan penilikan. Pelaksanaan ini difasilitasi 

baik oleh ARuPA maupun SHOREA dan didanai oleh MFP II.  

2) Pelaksanaan SVLK di Blora, Gunungkidul, and Wonosobo hanya mempengaruhi perilaku lokal 

dalam hal pengelolaan hutan dan administrasi, serta hubungan mereka dengan organisasi luar. 

Sementara itu, belum ada dampak terhadap perilaku dalam pemanenan dan pemasaran kayu rakyat 

tradisional. 

3) Meskipun saat ini terlalu dini untuk menilai efektivitas SVLK di hutan rakyat, penelitian ini menilai 

bahwa efektivitas kelembagaan SVLK tinggi yang dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan dengan 

desain kebijakannya di Blora, Gunungkidul, dan Wonosobo. Sementara itu, efektivitas kelompok 

sasaran rendah karena SVLK tidak berpengaruh pada praktek lokal pemanenan dan pemasaran kayu 

rakyat.  

4) Efektivitas kelembagaan yang tinggi mendatangkan beberapa keuntungan bagi petani lokal aktif 

antara lain pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman; serta peningkatan jaringan 

dan reputasi. Namun, hal tersebut juga merugikan petani lokal aktif dalam hal kerja keras, boros 

waktu, dan jadwal kedatangan. Sementara itu, efektivitas kelompok sasaran yang rendah menjadikan 

ketiadaan harga premium bagi kayu rakyat yang legal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi 

SVLK terhadap petani lokal aktif sangat terbatas dan hanya mengacu pada efektivitas kelembagaan 

yang tinggi.  

5) Saran-saran perbaikan untuk mengembangkan desain kebijakan dan pelaksanaan SVLK di hutan 

rakyat antara lain biaya verifikasi dan penilikan lebih terjangkau, memperbaiki koordinasi antara 

Kemenhut dan Dishut/Dishutbun, dan mendedikasikan lebih banyak usaha untuk sosialisasi SVLK 

kepada masyakat lokal. Terakhir, UMHR harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya 

manusianya; dan masyarakat lokal harus mempunyai keinginan untuk berpindah dari praktek 

pemanenan dan pemasaran kayu rakyat tradisional menjadi modern dan lestari.  

 

5.2 . SARAN 

1) Pemerintah dapat belajar dari hasil penelitian ini bahwa kombinasi pendekatan top-down dengan 

pendekatan bottom-up dan integrasi pengetahuan modern dan tradisional dapat menyebabkan 

efektivitas kelembagaan SVLK tinggi. Sementara itu, berbagai usaha harus dilakukan untuk 

mencegah rendahnya efektivitas kelompok sasaran. Sebagai contoh, pinjaman lunak untuk 

penundaan waktu tebang dan alternatif mata pencaharian sangat diperlukan untuk berpindah dari 

praktek pemanenan dan pemasaran kayu tradisional menjadi modern.  

2) Untuk mencegah berbagai dampak negatif dari SVLK di hutan rakyat, the social safeguards perlu 

untuk dibuat, di mana diperlukan berbagai masukan dari penelitian ilmiah dan dukungan dari multi-

pihak.  

3) Evaluasi pelaksanaan SVLK di hutan rakyat untuk jangka menengah dan panjang sepertinya tidak 

terlalu bermanfaat. Asumsi saat ini adalah bahwa kebijakan SVLK ini tidak akan pernah bisa efektif 

untuk diterapkan di hutan rakyat baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Kebijakan SVLK 

ini tidak akan pernah sukses mengingat bahwa dalam pelaksanaanya harus berhadapan dengan jutaan 

orang yang memiliki hutan, biaya verifikasi yang tinggi, dan kompleksitas dari desain kebijakan 

SVLK.  
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